
 

 
BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

  PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR  38  TAHUN 2015 
  

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 16 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI   CIAMIS, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan di Kabupaten Ciamis, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2015; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang 

menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak 

sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun 

berjalan; 

  c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

SALINAN 



  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

  18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2015; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 

  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 



  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009-2029; 

  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 

2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian 

Selatan Tahun 2010 – 2029; 

  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis; 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 - 2025 sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025; 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2011-2031; 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019; 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis; 

  34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi 

Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

  35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2015 



  36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

  37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, 

Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI CIAMIS NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA 

KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 

2015 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis; 

 2. Pemerintah Daerah adalah  Kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom; 

 3. Bupati adalah Bupati Ciamis; 

 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan RPJMD, adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 

 5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya 

disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun; 

 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD, 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 2015; 

 7. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan Perubahan RKPD, merupakan 

dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah 

untuk tahun 2015; 

 8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

dengan SKPD, adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang 

mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah; 



 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

 

Pasal 2 

  

 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2015 merupakan dokumen penyempurnaan 

perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 

Anggaran 2015. 

 

Pasal 3 

 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 

 a. BAB I PENDAHULUAN; 

 b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 

 c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH; 

 d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH; 

 e. BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; 

 f. BAB VI PENUTUP. 

 

Pasal 4 

 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 

pedoman bagi : 

 a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan 

Renja SKPD; 

 b. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. 

 

Pasal 5 

 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

   

Pasal 6 

 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Ciamis Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

  



 
 

Pasal 7  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Ciamis. 

   

Ditetapkan di Ciamis 
pada tanggal 24 Juli 2015         

 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal 24 Juli 2015         

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 107 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd/cap 

 
AEP SUNENDAR, SH., MH. 

NIP. 19621018 198303 1 005 


